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"ABSTRAK

PHK merupakan bagian dari suatu hubungan kerja yang awalnya
merupakan hubungan hukum dalam lingkup hukum privat karena hanya
menyangkut hubungan hukum perorangan antara pekerja/buruh dengan
pengusaha. Dalam perkembangannya, PHK ternyata membutuhkan campur tangan
pemerintah karena menyangkut kepentingan. PHK merupakan atau dapat menjadi
salah satu penyebab perselisihan hubungan industrial. Jenis - Jenis Pemutusan
Hubungan Kerja dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Pemutusan Hubungan kerja
Pada Kondisi Normal (Sukarela) dan 2. Pemutusan Hubungan kerja Pada Kondisi
Tidak Normal (Tidak Sukarela).

Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan adalah: 1) Mengawasipelaksanaan
Undang-Undang Ketenagakerjaan; 2) Memberikan penerangan teknis dan nasihat
kepada pengusaha dan tenaga kerja agar tercapainya pelaksanaan Undang-Undang
dan ketenagakerjaan secara efektif; 3 ) Melaporkan kepada pihak berwenang atas
kecurangan dan penyelewangan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Kata Kunci, Hukum Positif, Pemutusan Hubungan Kerja, Pengawasan
Ketenagakerjaan.

Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR ISI
Halaman
i}

HALAMAN JUDUL. wcoccssssassssasssosassassassssssssssssnsassssssnassssss
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .cccocimsmmsesnensssasasssasnsassesnineacsss

--------------
-----------------------
-------------------------
........................
..................

iv

ABSTRAK

s
--------------------------
-------------------------------------------------------------------
---------

KATA PENGANTAR .cciaeees e esssssnsssssse i ESOSASS RSN SISO S SO BRI SRSRIRE R | |

DAFTAR ISI .occcorcareesssssnsassssssssnsoss sssasassassessasnasanscseossssss

BAB I PENDAHULUAN .covaissns oA SRS SRRSO SRR
A. Lotar BEIBKANG ......occisnssensrosonsnearssassesssosesssnsusnssssssssisnisnsanossassnstonaonsssescses

B. Permasalahan .................. I L O G RET U= o)

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............ccooicomiieiniiminmicsmmisnsicesscsisnsensnsess
D. Metodologi Penelitian ...........cccomverniceciciinnne

E. Sistematika PenuliSan .........c..ccccessereesenssessissessessssessasansossonsasssssasssnssssvasasas

BAB 1l TINJAUAN PUSTAKA ' 8
A. Pengertian Perjanjian Ketja, ..........c.ccocerveriunesionsnsensascssssnsonsassscsssasssanssenss 8

B. Peigertion Hubungan Keria....c..cvcvsmsiivimmssiimitsatiommomsssispmerrsisis: 11
C. Hak Dan Kewajiban Pengusaha dan Tenaga Kerja .......c.ccocevvevvvniciinnennns 14

BAB Il PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN MENURUT HUKUM  POSITIF
INDONESIA

A. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Hukum Positif

T o R

B. Pengawasan  Ketenagakerjaau  Oleh Pegawai  Pengawas
Ketenagakerjaan.....................oooovevemnno 32

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan .,

phe=s .ee 46
...... A
.. 46

B. Saran

Dipindai dengan CamScanner



\ I\'rsimpuln n

pc:miis simpul

3

BAB 1V

PENUTUP

ah dijabarkan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah

Dari apa yang tel

kan sebagai berikut :

pHK merupakan bagian dari suatu hubungan kerja yang awalnya merupakan

hubungan hukum dalam lingkup hukum privat karena hanya menyangkut

hubungan hukum perorangan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Dalam

perkembangannya, PHK ternyata membutuhkan campur tangan pemerintah

karena menyangkut kepentingan. PHK merupakan atau dapat menjadi salah satu

penyebab perselisihan hubungan industrial. Jenis - Jenis Pemutusan Hubungan

Kerja dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Pemutusan Hubungan kerja Pada
Kondisi Normal (Sukarela) dan 2. Pemutusan Hubungan kerja Pada
Kondisi Tidak Normal (Tidak Sukarela).

Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan adalah: 1) Mengawasi  pelaksanaan
Undang-Undang Ketenagakerjaan; 2) Memberikan penerangan teknis dan
nasihat kepada pengusaha dan tenaga kerja agar tercapainya pelaksanaan
Undang-Undang dan ketenagakerjaan secara efektif; 3 ) Melaporkan

kepada pihak berwenang atas kecurangan dan penyelewangan Undang-

Undang Ketenagakerjaan

B.Saran

UU ¢j :
ipta Kerja telah mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan

M terhadap 1
P beberapa ketentuan yang telah berlaku dan ada saat ini. UU tersebut

Melipugi |
U
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40
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